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KATA  PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 maka Kabupaten Cilacap menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 karena masa jabatan Bupati Cilacap berakhir pada tahun 2022 dan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026  sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 ini memuat uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026. Renstra tersebut memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.   
Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Cilacap,       Maret 2022  
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CILACAP
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1.1 [bookmark: _Toc519576985]Latar Belakang
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2026.  
Sehubungan dengan hal tersebut maka Kabupaten Cilacap menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 karena masa jabatan Bupati Cilacap berakhir pada tahun 2022. Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap melakukan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023 – 2026. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap untuk periode tahun 2023 – 2026. Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan dengan tugas dan fungsi setiap Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 dan bersifat indikatif. Renstra tersebut juga memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas akan dilaksanakan selama kurun waktu empat tahun ke depan (tahun 2023 sampai dengan tahun 2026). 
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023 – 2026. Selain itu Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap. 
Proses penyusunan renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: 
1) persiapan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap; 
2) penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap; 
3) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4) perumusan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap; dan
5) penetapan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap. 
[bookmark: _Hlk92293895]Sebelum renstra diajukan kepada Bupati Cilacap selaku Kepala Daerah untuk ditetapkan, terebih dahulu dilakukan verifikasi agar dapat menjamin kesesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap, dan keterpaduan dengan Renstra Perangkat Daerah lainnya.
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Gambar 1.1. Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra
Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026. Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 dilakukan dengan memperhatikan:
a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2021;
c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap;
e. Kebijakan nasional;
f. Regulasi yang berlaku;
g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Cilacap merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap, sementara RPJMD Kabupaten Cilacap tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.
b) Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 sebagai dokumen perencanaan untuk periode jangka menengah, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026. Selanjutnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPD Kabupaten Cilacap.
c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap. RPD Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Cilacap menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Cilacap.
d) Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap sebagai dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dan mengacu pada RKPD Kabupaten Cilacap.
Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 1.2. Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2 [bookmark: _Toc519576986]Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2O19 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2011 Tentang Gender Budgeting Statement.
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
27. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2025.
1.3 [bookmark: _Toc519576987]Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap untuk kurun waktu tahun 2023–2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap. 
Tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap yaitu:
1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dalam Tujuan dan Sasaran Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap yang merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.
1.4 [bookmark: _Toc519576988]Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut.
Bab I 	Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026.
Bab II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap, sumber daya Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap, kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.
Bab III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap, telaah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), telaahan Renstra Sekretariat DPRDProvinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.
Bab IV 	Tujuan dan Sasaran 
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap pada periode tahun 2023-2026. 
Bab V 	Strategi dan Arah Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap pada periode tahun 2023-2026.
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026.
Bab VII 	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dalam periode tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
Bab VIII	Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.


[bookmark: _Toc519576989]BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. [bookmark: _Toc519576990]Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
2.1.1. [bookmark: _Toc519576991]Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 142 Tahun 2021 Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD  Kabupaten Cilacap. 
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
a. Sekretaris DPRD
b. Bagian Hukum dan persidangan
c. Bagian Keuangan, terdiri dari:
1) Sub Bagian Perbendaharaan;
d. Bagian Administrasi, terdiri dari:
1) Sub Bagian Tata Usaha;
2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
e. Bagian Umum
f. Kelompok Jabatan Fungsional


 SEKRETARIS DPRD
BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI
BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN F7UNGSIONAL


SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



Sumber: Peraturan Bupati Cilacap Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap 
[bookmark: _Toc474835447][bookmark: _Toc498326831]Gambar 2.1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

2.1.2. [bookmark: _Toc519576992]Uraian Tugas 
Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, Kedudukan Sekretariat DPRD seperti halnya disebutkan dalam Peraturan Bupati merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dimana Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap menyelenggarakan fungsi:
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD dan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Cilacap Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap sebagai berikut: 

1) Sekretaris DPRD
Sekretaris mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas:
a) Merumuskan dan menetapkan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
c) Merumuskan kebijakan teknis tentang pedoman tata tertib DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) Merumuskan kebijakan teknis pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD agar tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD agar tercipta tertib administrasi penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
e) Memfasilitasi kegiatan rapat DPRD dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
f) Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
g) Melaksanakan pengkajian/penelaahan perumusan kebijakan pimpinan DPRD;
h) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas/kegiatan bagianbagian di lingkup Sekretariat DPRD;
i) Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
j) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
l) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Bagian Hukum dan Persidangan
Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi bidang hukum dan perundang-undangan, fasilitasi rapat dan dokumentasi hukum, serta rapat dan risalah.
Bagian Hukum dan Persidangan menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan program kerja bagian hukum dan persidangan;
b) Penyusunan	kebijakan	teknis	fasilitasi penyelenggaraan rapat/persidangan;
c) Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan bagian hukum dan persidangan;
d) Pengelolaan administrasi bagian hukum dan persidangan; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.


3) Bagian Keuangan
Bagian Keuangan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,     pemantauan,     evaluasi     dan pelaporan meliputi perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. 
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a) Penyusunan program kerja bagian keuangan;
b) Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung (belanja pegawai) dan belanja langsung DPRD dan Sekretariat DPRD;
c) Pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
d) Pembinaan,	pengawasan,	pengendalian	dan	pelaporan	kinerja	dan keuangan;
e) Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan; dan
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan  tugas dan fungsinya.

4) Bagian Administrasi
Bagian Administrasi mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Sekretariat DPRD dan DPRD. Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:
a) Penyusunan rencana dan program kerja bagian administrasi;
b) Pengoordinasian penyelenggaraan	ketatausahaan,	kepegawaian, kehumasan dan keprotokolan;
c) Pembinaan,	pengawasan	dan pengendalian	penyelenggaraan ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan dan keprotokolan; dan
d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5) Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan perlengkapan, kerumahtanggaaan dan pemeliharaan aset di lingkungan Sekretariat DPRD.
Bidang Umum menyelenggarakan fungsi:
a) penyusunan rencana dan program kerja bidang perekonomian;
b) perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian;
c) pelaksanaan program kerja bidang perekonomian;
d) pembinaan dan pengendalian teknis bidang perekonomian;
e) pengelolaan administrasi bidang perekonomian; dan
f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas fungsinya.

6) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.2. [bookmark: _Toc519576993]Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
2.2.1. [bookmark: _Toc519576994]Sumber Daya Manusia (Pegawai)
Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.
Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap sampai Bulan Desember Tahun 2021 berjumlah 80 orang dengan komposisi sebagaimana pada tabel 2.1 berikut ini.

[bookmark: _Toc516052428]Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2021
	No
	Tingkat Pendidikan
	Kategori
	Jumlah

	
	
	PNS
	Non PNS
	

	1
	SD Sederajat
	0
	1
	1

	2
	SMP Sederajat
	3
	1
	4

	3
	SMA Sederajat
	11
	22
	33

	4
	D1
	0
	1
	1

	5
	D3
	5
	3
	8

	6
	S1
	19
	9
	28

	7
	S2
	5
	0
	5

	
	Jumlah
	43
	37
	80


Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, tingkat pendidikan karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap yang paling banyak adalah pendidikan SMA sebanyak 33 orang (41.25%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap yang relatif tinggi ini merupakan salah satu hambatan dalam kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap secara umum.
Jumlah karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap yang menamatkan pendidikan S-2 relatif kecil, tercatat sebanyak 5 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 6.25% dari seluruh karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap sebagai fungsi pendukung kinerja DPRD secara optimal. 
[bookmark: _Toc516052429]Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap terbanyak adalah pegawai non golongan (44,15%). Secara lengkap komposisi pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2021

	No
	Golongan
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1
	Non Golongan
	30
	7
	37

	2
	Golongan I
	2
	0
	2

	3
	Golongan II
	14
	3
	17

	4
	Golongan III
	9
	10
	19

	5
	Golongan IV
	5
	0
	5

	
	Jumlah
	60
	20
	80


Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
Kondisi pegawai yang ada lebih didominasi oleh non golongan yang sebagian besar pelaksana tenis/ lapangan, sedangkan Golongan II dan Golongan I yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas secara administrasi sangat kurang dikarenakan banyak golongan II yang juga pelaksana teknis/lapangan. Akibatnya pegawai Golongan III harus melakukan tugas-tugas yang seharusnya menjadi tugas Golongan I dan II.

2.2.2. [bookmark: _Toc519576995]Sarana dan Prasarana (Asset)
Di samping diperlukan sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
[bookmark: _Toc516052430]

Tabel 2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2021

	NO
	NAMA BARANG
	 JUMLAH 
	KONDISI

	
	
	
	BAIK
	 KURANG BAIK 
	RUSAK BERAT

	1
	 Portable Generating Set 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	2
	 electric generating set lainnya (dst) 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	3
	 Pompa Air 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	4
	 Sedan 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	5
	 Jeep 
	                      4 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	6
	 Station Wagon 
	                   11 
	                    10 
	                          1 
	                           -   

	7
	 Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang ) 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	8
	 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 
	                      4 
	                       4 
	                          -   
	                           -   

	9
	 Sepeda Motor 
	                   18 
	                    15 
	                          3 
	                           -   

	10
	 Global Positioning System 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	11
	 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 
	                      7 
	                       5 
	                          2 
	                           -   

	12
	 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 
	                      9 
	                       9 
	                          -   
	                           -   

	13
	 Mesin Hitung Elektronik/Calculator 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	14
	 Mesin Fotocopy Folio 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	15
	 Lemari Besi/Metal 
	                   22 
	                    22 
	                          -   
	                           -   

	16
	 Lemari Kayu 
	                   27 
	                    27 
	                          -   
	                           -   

	17
	 Rak Besi 
	                      4 
	                       4 
	                          -   
	                           -   

	18
	 Filing Cabinet Besi 
	                   19 
	                    19 
	                          -   
	                           -   

	19
	 Brandkas 
	                      2 
	                       2 
	                          -   
	                           -   

	20
	 Lemari Sorok 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	21
	 Lemari Kaca 
	                   13 
	                    13 
	                          -   
	                           -   

	22
	 CCTV - Camera Control Television System 
	                   11 
	                    11 
	                          -   
	                           -   

	23
	 Papan Visual/Papan Nama 
	                      8 
	                       8 
	                          -   
	                           -   

	24
	 White Board 
	                   23 
	                    23 
	                          -   
	                           -   

	25
	 Alat Penghancur Kertas 
	                      6 
	                       4 
	                          -   
	                           2 

	26
	 Mesin Absensi 
	                      2 
	                         - 
	                          2 
	                           -   

	27
	 Alat Pemotong Kertas 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	28
	 Megashow 
	                      2 
	                       2 
	                          -   
	                           -   

	29
	 LCD Projector/Infocus 
	                      5 
	                       5 
	                          -   
	                           -   

	30
	 Focusing Screen/Layar LCD Projector 
	                      3 
	                       3 
	                          -   
	                           -   

	31
	 Papan Nama Instansi 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	32
	 Papan Pengumuman 
	                      2 
	                       2 
	                          -   
	                           -   

	33
	 Alat Kantor Lainnya 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	34
	 Meja Kerja Kayu 
	                      8 
	                       8 
	                          -   
	                           -   

	35
	 Kursi Besi/Metal 
	                106 
	                    99 
	                          -   
	                           7 

	36
	 Kursi Kayu 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	37
	 Sice 
	                      8 
	                       8 
	                          -   
	                           -   

	38
	 Meja Rapat 
	                115 
	                    72 
	                          -   
	                        43 

	39
	 Tempat Tidur Kayu 
	                      1 
	                         - 
	                          -   
	                           1 

	40
	 Meja Podium 
	                      3 
	                       3 
	                          -   
	                           -   

	41
	 Meja Resepsionis 
	                      2 
	                       2 
	                          -   
	                           -   

	42
	 Meja 1/2 Biro 
	                   40 
	                    14 
	                          -   
	                        26 

	43
	 Meja Makan Kayu 
	                   10 
	                    10 
	                          -   
	                           -   

	44
	 Kursi Rapat 
	                494 
	                 494 
	                          -   
	                           -   

	45
	 Kursi Tamu 
	                      8 
	                       8 
	                          -   
	                           -   

	46
	 Kursi Putar 
	                154 
	                    70 
	                          -   
	                        84 

	47
	 Bangku Tunggu 
	                      6 
	                       6 
	                          -   
	                           -   

	48
	 Sofa 
	                   14 
	                    14 
	                          -   
	                           -   

	49
	 Meubeleur lainnya 
	                   11 
	                    11 
	                          -   
	                           -   

	50
	 Jam Elektronik 
	                   22 
	                    22 
	                          -   
	                           -   

	51
	 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 
	                      4 
	                       4 
	                          -   
	                           -   

	52
	 Lemari Es 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	53
	 A.C. Split 
	                   87 
	                    62 
	                          -   
	                        25 

	54
	 Exhause Fan 
	                   13 
	                    13 
	                          -   
	                           -   

	55
	 Kompor Gas (Alat Dapur) 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	56
	 Alat Dapur lainnya 
	                   10 
	                    10 
	                          -   
	                           -   

	57
	 Televisi 
	                   18 
	                    15 
	                          -   
	                           3 

	58
	 Amplifier 
	                      4 
	                       4 
	                          -   
	                           -   

	59
	 Equalizer 
	                      6 
	                       5 
	                          -   
	                           1 

	60
	 Loudspeaker 
	                   14 
	                    14 
	                          -   
	                           -   

	61
	 Sound System 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	62
	 Wireless 
	                      5 
	                       3 
	                          -   
	                           2 

	63
	 Microphone 
	                      2 
	                       2 
	                          -   
	                           -   

	64
	 Mic Conference 
	                   82 
	                    82 
	                          -   
	                           -   

	65
	 Unit Power Supply 
	                      7 
	                       7 
	                          -   
	                           -   

	66
	 Camera Video 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	67
	 Tustel 
	                      4 
	                       4 
	                          -   
	                           -   

	68
	 Lambang Garuda Pancasila 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	69
	 Kaca Hias 
	                      1 
	                         - 
	                          1 
	                           -   

	70
	 Handy Cam 
	                      1 
	                         - 
	                          1 
	                           -   

	71
	 Karpet 
	                   16 
	                    16 
	                          -   
	                           -   

	72
	 Gordyin/Kray 
	                      6 
	                       6 
	                          -   
	                           -   

	73
	 DVD Player 
	                      6 
	                       6 
	                          -   
	                           -   

	74
	 Lampu 
	                   13 
	                    13 
	                          -   
	                           -   

	75
	 Alat Rumah Tangga Lain-lain 
	                   45 
	                    45 
	                          -   
	                           -   

	76
	 Alat Pemadam Kebakaran lainnya 
	                      3 
	                       3 
	                          -   
	                           -   

	77
	 Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD 
	                      4 
	                       4 
	                          -   
	                           -   

	78
	 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 
	                      4 
	                       4 
	                          -   
	                           -   

	79
	 Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD 
	                   64 
	                    64 
	                          -   
	                           -   

	80
	 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 
	                      5 
	                       5 
	                          -   
	                           -   

	81
	 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 
	                   25 
	                    25 
	                          -   
	                           -   

	82
	 Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD 
	                   67 
	                    67 
	                          -   
	                           -   

	83
	 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD 
	                      2 
	                       2 
	                          -   
	                           -   

	84
	 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 

	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	85
	 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	86
	 Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II 
	                   11 
	                    11 
	                          -   
	                           -   

	87
	 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 
	                   21 
	                    21 
	                          -   
	                           -   

	88
	 Audio Mixing Console 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	89
	 Audio Monitor Active 
	                      4 
	                       4 
	                          -   
	                           -   

	90
	 Audio Visual 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	91
	 Digital Audio Taperecorder 
	                   14 
	                    10 
	                          -   
	                           4 

	92
	 Voice Recorder 
	                      8 
	                       8 
	                          -   
	                           -   

	93
	 Camera Electronic 
	                   17 
	                    16 
	                          -   
	                           -   

	94
	 Camera Film 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	95
	 Lensa Kamera 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	96
	 Layar Film/Projector 
	                      4 
	                       4 
	                          -   
	                           -   

	97
	 Camera Digital 
	                      4 
	                       4 
	                          -   
	                           -   

	98
	 Camera Conference 
	                      2 
	                       2 
	                          -   
	                           -   

	99
	 Facsimile 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	100
	 Wireless Amplifier 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	101
	 Orgen/Electrone 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	102
	 Infrared Thermometer 
	                      2 
	                       2 
	                          -   
	                           -   

	103
	 Mini Komputer 
	                      5 
	                       4 
	                          1 
	                           -   

	104
	 P.C Unit 
	                   34 
	                    15 
	                          -   
	                        19 

	105
	 Lap Top 
	                   12 
	                    12 
	                          -   
	                           -   

	106
	 Note Book 
	                   33 
	                    24 
	                          9 
	                           -   

	107
	 Hard Disk 
	                      5 
	                       5 
	                          -   
	                           -   

	108
	 Printer (Peralatan Personal Komputer) 
	                   64 
	                    30 
	                       12 
	                        22 

	109
	 External/ Portable Hardisk 
	                      2 
	                       2 
	                          -   
	                           -   

	110
	 Server 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	111
	 Wireless Access Point 
	                      8 
	                       8 
	                          -   
	                           -   

	112
	 Peralatan Jaringan lainnya 
	                      2 
	                       2 
	                          -   
	                           -   

	113
	 Peralatan Komputer lainnya 
	                      1 
	                       1 
	                          -   
	                           -   

	JUMLAH TOTAL
	      2.003 
	      1.728 
	              32 
	             239 


Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap


Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas mapun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, scanner, dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan pada aset, sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap berkaitan dengan pengelolaan barang berkaitan dengan tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.
2.3. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja. 
Indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:
1. Nilai IKM/ SKM bidang pelayanan sekwan terhadap DPRD;
2. Nilai AKIP Setwan;
3. Terpenuhinya administrasi perkantoran setiap bulan;
4. Prosentase sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap;
5. Prosentase Tingkat kedisiplinan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap;
6. Prosentase pegawai yang telah mengikuti diklat/pendidikan/pelatihan;
7. Prosentase laporan perencanaan, pembangunan dan laporan kinerja yang sesuai standar;
8. Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan;
9. Prosentase fasilitasi rapat-rapat tepat jadwal.
Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

[bookmark: _Toc516052431]Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022
	No.
	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	Satuan
	Target NSPK
	Target IKK
	Target Indikator Lainnya
	Target Renstra Tahun
	Realisasi Capaian Tahun
	Rasio Capaian pada Tahun (%)

	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
	(24)

	1
	Nilai IKM/ SKM bidang pelayanan sekwan terhadap DPRD
	point
	-
	-
	-
	88
	90
	92
	94
	96
	88
	89.9
	88.31
	85.21
	
	100
	99
	95.98
	95.65
	

	2
	Nilai AKIP Setwan
	point
	-
	-
	-
	68.2
	68.25
	68.3
	68.35
	68.4
	68.95
	73.47
	74.22
	74.24
	
	101.09
	107.64
	108.66
	108.62
	

	3
	Terpenuhinya administrasi perkantoran setiap bulan
	bulan
	-
	-
	-
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Prosentase sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	100
	100
	100
	100
	

	5
	Prosentase Tingkat kedisiplinan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	100
	100
	100
	100
	

	6
	Prosentase pegawai yang telah mengikuti diklat/pendidikan/pelatihan
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	100
	100
	100
	100
	

	7
	Prosentase laporan perencanaan, pembangunan dan laporan kinerja yang sesuai standar
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	100
	100
	100
	100
	

	8
	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	100
	100
	100
	100
	

	9
	Prosentase fasilitasi rapat-rapat tepat jadwal
	
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	100
	100
	100
	100
	


Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
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Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Sekretariat DPRD untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai. 
[bookmark: _Toc516052432]Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap, disajikan pada Tabel 2.5.
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Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

	NO
	PROGRAM/ KEGIATAN
	Anggaran pada Tahun Ke-
	Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
	Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
	Rata-rata Pertumbuhan

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Anggaran
	Realisasi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	I
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	       401.200.000 
	        407.280.000 
	       331.827.500 
	      406.500.000 
	             400.000.000
	       279.675.331 
	       244.168.286 
	       285.352.820 
	      269.579.979 
	            -   
	70%
	60%
	86%
	66%
	#DIV/0!
	2%
	0%

	2
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
	       131.862.000 
	        138.000.000 
	       151.800.000 
	      166.980.000 
	
177.678.000
	       119.634.050 
	         76.589.200 
	       106.147.543 
	      109.100.398 
	            -   
	91%
	55%
	70%
	65%
	#DIV/0!
	8%
	2%

	3
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	       606.500.000 
	        660.000.000 
	       793.144.400 
	      839.784.820 
	
837.964.300
	       570.220.000 
	       650.920.000 
	       734.309.091 
	      723.125.938 
	            -   
	94%
	99%
	93%
	86%
	#DIV/0!
	12%
	8%

	4
	Penyediaan alat tulis kantor
	       183.465.500 
	          95.150.000 
	       102.299.500 
	      100.532.700 
	
130.637.300
	       143.369.700 
	         95.027.339 
	         99.184.919 
	      110.417.700 
	            -   
	78%
	100%
	97%
	110%
	#DIV/0!
	-14%
	-6%

	5
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	       100.000.000 
	        100.000.000 
	       110.000.000 
	      121.000.000 
	
116.500.000
	         99.664.225 
	       115.889.625 
	         79.387.875 
	      120.999.550 
	            -   
	100%
	116%
	72%
	100%
	#DIV/0!
	7%
	12%

	6
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
	       114.679.000 
	          39.679.000 
	         57.256.000 
	        48.009.200 
	      52.810.000         -   
	       114.677.500 
	         39.647.155 
	         57.249.000 
	        48.004.200 
	            -   
	100%
	100%
	100%
	100%
	#DIV/0!
	-12%
	-12%

	7
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	       151.250.000 
	        125.000.000 
	       261.306.800 
	      239.868.700 
	
157.768.100
	       139.307.437 
	       353.647.295 
	       261.304.529 
	      205.690.900 
	            -   
	92%
	283%
	100%
	86%
	#DIV/0!
	28%
	35%

	8
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 
	         50.000.000 
	          50.000.000 
	           4.200.000 
	          4.200.000 
	
5.000.000
	         45.866.000 
	         46.091.000 
	           4.200.000 
	          4.150.000 
	            -   
	92%
	92%
	100%
	99%
	#DIV/0!
	-31%
	-31%

	9
	Penyediaan makanan dan minuman
	       350.525.000 
	        269.900.000 
	       405.635.000 
	      428.696.000 
	
408.593.500
	       349.610.921 
	       336.284.900 
	       402.871.888 
	      401.703.200 
	            -   
	100%
	125%
	99%
	94%
	#DIV/0!
	11%
	5%

	10
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
	    3.404.570.600 
	     2.440.000.000 
	    1.706.960.000 
	   1.800.000.000 
	
1.250.000.000   
	    3.285.804.600 
	    2.401.660.600 
	    1.521.685.900 
	   1.693.855.750 
	            -   
	97%
	98%
	89%
	94%
	#DIV/0!
	-18%
	-17%

	II
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pembangunan gedung kantor
	    1.261.000.000 
	                         -   
	                        -   
	                       -   
	               -   
	    1.036.249.819 
	                       -   
	                        -   
	                       -   
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 
	       154.704.000 
	                         -   
	                        -   
	      119.607.500 
	           140.357.500   
	       154.700.000 
	                       -   
	                        -   
	      109.720.000 
	            -   
	0%
	0%
	#####
	92%
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	3
	 Pengadaan peralatan gedung kantor 
	       151.260.000 
	                         -   
	       709.662.000 
	      919.302.200 
	
868.658.500   
	       150.975.000 
	                       -   
	       658.281.000 
	      904.575.000 
	            -   
	0%
	0%
	93%
	98%
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	4
	 Pengadaan mebeleur 
	         20.000.000 
	          25.000.000 
	       178.560.000 
	      122.400.000 
	
389.454.000
	         20.000.000 
	         25.000.000 
	       177.000.000 
	      122.400.000 
	            -   
	0%
	0%
	99%
	100%
	#DIV/0!
	203%
	201%

	5
	 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 
	       348.214.000 
	        234.868.000 
	       100.522.000 
	      283.606.900 
	
213.602.900   
	       338.423.350 
	       206.674.800 
	       100.522.000 
	      283.206.750 
	            -   
	97%
	88%
	100%
	100%
	#DIV/0!
	31%
	30%

	6
	 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 
	       777.550.000 
	        482.560.000 
	       490.144.000 
	      692.705.140 
	
436.010.000   
	       713.618.325 
	       489.477.501 
	       470.896.627 
	      691.439.907 
	            -   
	92%
	101%
	96%
	100%
	#DIV/0!
	2%
	4%

	7
	 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 
	       296.249.000 
	        158.988.000 
	       171.615.000 
	      242.596.600 
	
174.108.500
	       295.986.170 
	       188.984.000 
	       171.593.111 
	      242.239.000 
	            -   
	100%
	119%
	100%
	100%
	#DIV/0!
	1%
	-1%

	8
	 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 
	                       -   
	                         -   
	       475.000.000 
	                       -   
	
	                        -   
	                       -   
	       471.000.000 
	                       -   
	            -   
	0%
	0%
	99%
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	III
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 
	       528.900.000 
	        432.000.000 
	       409.850.000 
	      454.500.000 
	
362.500.000
	       528.587.500 
	       466.400.000 
	       407.920.000 
	      454.500.000 
	            -   
	100%
	108%
	100%
	100%
	#DIV/0!
	-4%
	-4%

	IV
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 Pengembangan sumber daya aparatur  
	       125.000.000 
	          60.000.000 
	         60.000.000 
	        60.000.000 
	               -   
	       120.750.000 
	         57.550.000 
	         58.500.000 
	        60.000.000 
	            -   
	97%
	96%
	98%
	100%
	#DIV/0!
	-17%
	-16%

	V
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 Pembahasan rancangan peraturan daerah 
	       766.775.000 
	        249.999.900 
	         99.996.000 
	      249.989.800 
	
250.000.000
	       566.120.000 
	       174.562.500 
	         99.969.000 
	      213.597.800 
	            -   
	74%
	70%
	100%
	85%
	#DIV/0!
	8%
	1%

	12
	 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 
	         76.591.000 
	        174.645.000 
	       167.015.000 
	      190.880.000 
	  
   195.450.000
	         76.331.000 
	       123.483.000 
	       166.441.600 
	      130.000.000 
	            -   
	100%
	71%
	100%
	68%
	#DIV/0!
	46%
	25%

	13
	 Rapat-rapat paripurna 
	       617.380.000 
	        499.920.000 
	       325.000.000 
	      495.920.000 
	
440.400.000
 
	       516.524.000 
	       449.463.000 
	       143.654.000 
	      203.820.300 
	            -   
	84%
	90%
	44%
	41%
	#DIV/0!
	0%
	-13%

	14
	 Kegiatan reses 
	    3.935.250.000 
	     4.991.250.000 
	    1.703.890.000 
	   2.781.250.000 
	5.617.500.000   
	    3.695.395.000 
	    3.225.897.500 
	    1.002.569.250 
	   2.637.712.500 
	            -   
	94%
	65%
	59%
	95%
	#DIV/0!
	8%
	27%

	15
	 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 
	  12.581.300.000 
	   12.000.000.000 
	  16.437.210.000 
	 
10.679.874.500 
	
18.111.307.500   
	  10.048.898.376 
	  11.775.720.632 
	  11.983.631.557 
	 
10.129.213.888 
	            -   
	80%
	98%
	73%
	95%
	#DIV/0!
	-1%
	1%

	16
	 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 
	    1.701.400.000 
	     1.710.400.000 
	    2.091.650.000 
	   2.062.000.000 
	
2.239.500.0
	    1.619.398.000 
	    1.667.253.000 
	    1.590.200.000 
	   1.862.920.000 
	            -   
	95%
	97%
	76%
	90%
	#DIV/0!
	7%
	5%

	17
	 Profil dan dokumentasi dan publikasi 
	    1.090.453.000 
	        483.700.000 
	       411.750.000 
	      760.000.000 
	
684.188.150   
	       932.791.800 
	       466.691.136 
	       329.779.000 
	      655.971.700 
	            -   
	86%
	96%
	80%
	86%
	#DIV/0!
	5%
	7%

	VI
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 Penyusunan Renja dan Renstra 
	         25.000.000 
	                         -   
	                        -   
	                       -   
	               -   
	         19.209.800 
	                       -   
	                        -   
	                       -   
	            -   
	0%
	#####
	0%
	0%
	0%
	#DIV/0!
	#DIV/0!





	Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
	2023-2026






Tabel 2.5. menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dengan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap pada tahun 2018 sampai tahun 2021 rata-rata mencapai 86.93% dengan pertumbuhan rata-rata realisasi anggaran sebesar (-4.62)%. Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan keuangan realisasi tidak terserap 100% dari target yang direncanakan. Permasalahan penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan adanya efisensi penggunaan dana, adanya aturan pembatasan sosial berskala besar di Indonesia akibat terjadinya wabah virus covid 19 dan pengeluaran belanja setiap tahun yang berbeda – beda sesuai dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan atau masih kurangnya kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. 
2.4. [bookmark: _Toc519576997]Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. 
2.4.1. [bookmark: _Toc519576998]Tantangan 
Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani Anggota DPRD sebagai berikut:
a. Latar belakang anggota DPRD yang berbeda-beda;
b. Besarnya tuntutan DPRD terhadap peran dan fungsi Sekretariat DPRD; 
c. Perubahan atas kebijakan dan peraturan perundang-undangan dari pusat yang sangat dinamis sehingga menuntut kinerja Sekretariat untuk segera menyesuaikan.
2.4.2. [bookmark: _Toc519576999]Peluang
Adapun peluang yang ada pada DPRD dan Sekretariat DPRD sebagai berikut:
1) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD; 
2) Adanya dukungan dari pimpinan daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD termasuk dalam hal, sarana dan prasarana, penganggaran serta pengawasan;
3) Adanya dukungan dari DPRD dan kerjasama dengan masing-masing kepala PD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.
 


[bookmark: _Toc519577000]BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. [bookmark: _Toc519577001]Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan anatara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Begitu pula pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dalam pengimplementasiannya dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tatalaksana penyelenggaraan tugas mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan terkait dengan kebijakan. 
Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah di identifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Berikut indentifikasi pemetaan permasalahan pada tabel dibawah ini.

[bookmark: _Toc519511455]Tabel 3. 1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

	No
	Masalah Pokok
	Masalah
	Akar Masalah

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	Belum optimalnya kinerja setwan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman
	Kurangnya daya inovasi Sumber Daya Manusia seiring mengikuti perkembangan zaman
	Belum optimalnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan

	
	
	
	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD

	
	
	
	Belum optimalnya fasilitasi dan pelayanan rapat-rapat DPRD

	
	
	
	Belum optimalnya kualitas perencanaan, asset dan penyediaan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD

	
	
	
	Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD








 Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

3.2. [bookmark: _Toc519577003]Telaah Tujuan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023 – 2026:
1. [bookmark: _Hlk92867673]Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif dengan sasaran:
a. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel 
c. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
d. Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan
2. Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas pendidikan 
b. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan
c. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
d. Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak
3. Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi
b. Meningkatnya kualitas kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi
c. Meningkatnya kualitas investasi dalam penamaman modal 
d. Meningkatnya kualitas pertumbuhan perdagangan, dan Usaha mikro Kecil
e. Meningkatnya pajak restoran, hiburan dan retribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah
4. Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan SDA dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas air dan udara
b. Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah
5. Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan
6. Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dan Pengelolaan Bencana dengan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan 
b. Terwujudnya pemenuhan universal akses
c. Meningkatnya kualitas pelayanan angkuta
d. meningkatnya kesiapsiagaan bencana disetiap desa/kelurahan
7. Tujuan 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
8. Tujuan 8 : Meningkatkan Pengelolaan Kebencanaan, dengan sasaran meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/kelurahan.
Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya  Pemerintah Daerah. 
[bookmark: _Hlk92867855][bookmark: _Toc498070386]Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap terkait dengan tujuan pertama Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yaitu meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi   DPRD Kabupaten Cilacap dalam mendukung kinerja DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel 3.2 berikut ini. 
[bookmark: _Toc92897848]

Tabel 3.2. 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026
	No
	Tujuan dan Sasaran RPD
	Permasalahan Pelayanan SKPD
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1
	Tujuan: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.

Sasaran: 
1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel

	1. Belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD
	1. Belum optimalnya administrasi, sarana dan prasarana , serta kualitas Sumber daya manuasia yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD, 
	1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD; 
2. Adanya dukungan dari pimpinan daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD termasuk dalam hal, sarana dan prasarana, penganggaran serta pengawasan;
3. Adanya dukungan dari DPRD dan kerjasama dengan masing-masing kepala PD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.


Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

3.2.1 Telaahan Renstra Kementrian K/L dan Renstra Perangkat 
Daerah Provinsi
Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap sebagai Institusi/ Lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada Legislatif ditingkat Kabupaten dan sebagai supporting system terhadap tugas-tugas Legislatif, secara vertikal tidak terikat pada Lembaga/Institusi pada tingkat yang lebih tinggi karena masing-masing Sekretariat DPRD bertugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD di wilayahnya. Namun demikian dalam pelaksanaan administrasi dan keuangan mengacu pada aturan Perundang-undangan yang berlaku.
Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis di wilayah Kabupaten Cilacap maupun nasional permasalahan dan tantangan yang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap semakin komplek. Arus besar globalisasi membawa dampak informasi, fleksibilitas yang berdampak pada semua aspek kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu kebijakan dan langkah-langkah untuk : 
1. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 
2. Mewujudkan produk hukum daerah yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan transparasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung penyelenggaraan prinsip Good Goverment dan Clean Goverment.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat. 
5. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. 
Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut, peran sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap sangat strategis karena merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan di wilayah Cilacap. Untuk itu, sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dituntut memiliki kemampuan dan menjembatani kesenjangan serta menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan daerah.

3.2.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah 
Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD tidak terkait langsung dengan pemanfaatan ruang, sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap, sehingga pada sub bab ini tidak diuraikan hasil telaah secara lebih mendalam berkaitan dengan pola dan struktur ruang Kabupaten Cilacap. Selain itu program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap juga tidak memiliki keterkaitan dengan pembangunan fisik yang dapat memberikan dampak terhadap lingkungan.

3.2.3 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang cukup signifikan bagi entitas (daerah / masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi / kejadian penting / keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. 
Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaah terhadap Visi, Misi dan Program Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan Visi Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga non profit dan lain-lain) skala daerah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis.
Dalam penentuan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria dalam ruang lingkup sekretariat yang meliputi managerial, profesionalisme serta kredibilitas dan kualitas dalam melakukan setiap tugasnya masing-masing.
Adapun isu strategis yang diangkat dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap meliputi;
a. Belum optimalnya pelayanan terhadap tugas dan fungsi Sekretariat DPRD 
1. 

[bookmark: _Toc519577013]BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun ke depan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Sekretariat DPRD memiliki keterkaitan dengan visi Sekretariat DPRD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Hubungan Tujuan dan Sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel 4.1 berikut ini.
[bookmark: _Toc519517243]Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026
  
	No.
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Tujuan/
Sasaran
	Satuan
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-
	Kondisi akhir renstra

	
	
	
	
	
	2021 
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Setwan
	
	Nilai AKIP
	Poin
	74.22
	74.24
	75
	75.5
	76
	76.5
	76.5

	
	
	Meningkatnya pelayanan prima yang partisipatif, dinamis dan aplikatif
	Prosentase layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD sesuai SOP
	Persen  
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	Nilai IKM kepada masyarakat
	poin 
	83
	81
	85
	86
	87
	88
	88


Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
[bookmark: _Toc519577014]BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mencapai tujuan organisasi pemikiran strategik organisasi sangat penting dan relevan, karena merupakan koordinasi pikiran-pikiran kreatif menjadi perspektif bersama yang memungkinkan organisasi untuk melangkah ke masa depan dengan suatu sikap untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Untuk menentukan posisi sehingga dapat tercapainya organisasi baik maka diperlukan proses analisis dalam bentuk penerjemahan visi, misi dan strategi agar menjadi hasil nyata di masa yang akan datang. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya Clean Goverment dan Good Governance. Perlu adanya peningkatan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan. Dalam pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap tentunya perlu strategi-strategi dan kebijakan yang harus diterapkan.
5.1 Strategi
	Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap merupakan rumusan perencanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi Sekretariat DPRD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :
a. Meningkatnya sarana  prasarana dan menyiapkan bahan rapat DPRD dengan cepat dan tepat sesuai kebutuhan;
b. Meningkatnya kualitas pelayanan, akuntabilitas kinerja dan transparasi kegiatan;
c. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD dan DPRD.
5.2	Kebijakan
	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan arah kebijakan Sekretariat DPRD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :
a. Melengkapi kualitas sarana dan prasarana DPRD;
b. Mewujudkan kualitas pelayanan, akuntabilitas kinerja dan transparasi kegiatan dalam mendukung kinerja dewan.
Berikut tabel yang memuat Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 pada tabel 5.1 dibawah ini:
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Meningkatkan akuntabilitas kinerja setwan

	Meningkatnya pelayanan prima yang partisipatif, dinamis dan aplikatif
	Peningkatan pelayanan prima melalui:
1. Peningkatan sarana  prasarana dan menyiapkan bahan rapat DPRD dengan cepat dan tepat sesuai kebutuhan, 
2. Peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas kinerja dan transparasi kegiatan
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD dan DPRD 
	Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja 



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap


[bookmark: _Toc519577015]BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi. Program tersebut merupakani program kerja dan rencana kerja yang akan dating sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Kegiatan Umum Perangkat Daerah
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
a. Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD
b. Peningkatan Kapasitas DPRD
c. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
d. Fasilitasi Tugas DPRD
e. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
f. Layanan Administrasi DPRD
Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap tercantum pada Tabel 6.1.
	Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
	2023-2026




[bookmark: _Toc519517255]Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022

	Tujuan 
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Kode
	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
	SATUAN
	Kondisi Awal
	 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
	
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	Target Akhir Renstra
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tahun 2022
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	Target
	Rp
	

	Meningkatkan akuntabilitas kinerja setwan
	Meningkatnya pelayanan prima yang partisipatif, dinamis dan aplikatif
	Nilai IKM/SKM Setwan
	4.02.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah

Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah

Prosentase implementasi tugas dan kewajiban fasilitasi terhadap DPRD yang terselesaikan sesuai SOP
	PERSEN






PERSEN








PERSEN
	5.540.661.809





5.798.969.200






31.388.056.685
	100





100






100
	5.642.716.535





6.031.686.890






31.446.431.685
	100





100






100
	5.817.694.899





6.264.267.660






32.957.459.519
	100





100






100
	6.108.579.644





6.577.481.043






34.605.332.495
	100
	6.414.008.627





6.906.355.095






36.335.599.120
	100






100







100 
	23.982.999.706





25.779.790.688






135.344.822.819
	 

	
	
	
	4.02.01.2.01
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
	DOK
	 36.500.000 
	 3 
	 30.000.000 
	 3 
	 38.325.000 
	 3 
	 40.241.250 
	 3 
	 42.253.313 
	 12 
	150.819.563 
	Bagian Keuangan

	
	
	
	4.02.01.2.01.01
	 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Tersusunnya renstra, renja dan renja perubahan setwan
	DOK
	 22.750.000 
	 2 
	 15.000.000 
	 2 
	 23.887.500 
	 2 
	 25.081.875 
	 2 
	 26.335.969 
	 8 
	 90.305.344 
	Bagian Keuangan

	
	
	
	4.02.01.2.01.07
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Terselenggaranya evaluasi, monitoring, kegiatan dan pelaporan SAKIP
	DOK
	 13.750.000 
	 1 
	 15.000.000 
	 1 
	 14.437.500 
	 1 
	 15.159.375 
	 1 
	 15.917.344 
	 4 
	 60.514.219 
	Bagian Keuangan

	
	
	
	4.02.01.2.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Tersedianya administrasi keuangan setwan kabupaten cilacap
	BULAN
	 5.504.161.809 
	 12 
	 5.612.716.535 
	 12 
	 5.779.369.899 
	 12 
	 6.068.338.394 
	 12 
	 6.371.755.314 
	 48 
	 23.832.180.143 
	Bagian Keuangan

	
	
	
	4.02.01.2.02.01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN
	BULAN
	 5.504.161.809 
	 12 
	 5.612.716.535 
	 12 
	 5.779.369.899 
	 12 
	 6.068.338.394 
	 12 
	 6.371.755.314 
	 48 
	 23.832.180.143 
	Bagian Keuangan

	
	
	
	4.02.01.2.03
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Terpenuhinya administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD dalam pembayaran asuransi kendaraan
	UNIT
	 177.678.000 
	
	 177.678.000 
	
	 186.561.900 
	
	 195.889.995 
	
	 205.684.495 
	 - 
	 765.814.390 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.03.02
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	Terbayarnya biaya asuransi kendaraan dinas setwan
	UNIT
	 177.678.000 
	 22 
	 177.678.000 
	 23 
	 186.561.900 
	 24 
	 195.889.995 
	 25 
	 205.684.495 
	 94 
	 765.814.390 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.05
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Jumlah pegawai yang terfasilitasi administrasi kepegawaian setwan
	ORANG
	 - 
	 92 
	 167.000.000 
	 92 
	 175.350.000 
	 92 
	 184.117.500 
	 92 
	 193.323.375 
	 368 
	 719.790.875 
	Bagian Administrasi

	
	
	
	4.02.01.2.05.02
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Tersedianya pakaian dinas pegawai setwan
	ORANG
	 - 
	 77 
	 42.000.000 
	 77 
	 44.100.000 
	 77 
	 46.305.000 
	 77 
	 48.620.250 
	 308 
	 181.025.250 
	Bagian Administrasi

	
	
	
	4.02.01.2.05.11
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	terselenggaranya bimtek pegawai setwan
	ORANG
	 - 
	 15 
	 125.000.000 
	 15 
	 131.250.000 
	 15 
	 137.812.500 
	 15 
	 144.703.125 
	 60 
	 538.765.625 
	Bagian Administrasi

	
	
	
	4.02.01.2.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Tersedianya administrasi umum kantor Sekretariat DPRD kabupaten cilacap
	BULAN
	 2.081.397.900 
	 12 
	 2.757.061.050 
	 12 
	 2.185.467.795 
	 12 
	 2.294.741.185 
	 12 
	 2.409.478.244 
	 48 
	 9.646.748.274 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.06.01
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Tersedianya komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor
	BULAN
	 52.810.000 
	 12 
	 52.802.200 
	 12 
	 55.450.500 
	 12 
	 58.223.025 
	 12 
	 61.134.176 
	 48 
	 227.609.901 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.06.02
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
	BULAN
	 248.494.400 
	 12 
	 248.494.400 
	 12 
	 260.919.120 
	 12 
	 273.965.076 
	 12 
	 287.663.330 
	 48 
	 1.071.041.926 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.06.04
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai
	BULAN
	 108.593.500 
	 12 
	 121.522.500 
	 12 
	 114.023.175 
	 12 
	 119.724.334 
	 12 
	 125.710.550 
	 48 
	 480.980.559 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.06.05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
	BULAN
	 116.500.000 
	 12 
	 133.094.500 
	 12 
	 122.325.000 
	 12 
	 128.441.250 
	 12 
	 134.863.313 
	 48 
	 518.724.063 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.06.06
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	BUKU
	 5.000.000 
	 15 
	 26.400.000 
	 9 
	 5.250.000 
	 9 
	 5.512.500 
	 9 
	 5.788.125 
	 42 
	 42.950.625 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.06.08
	 Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Tersedianya makanan dan minuman pimpinan dan tamu pimpinan
	BULAN
	 300.000.000 
	 12 
	 374.748.000 
	 12 
	 315.000.000 
	 12 
	 330.750.000 
	 12 
	 347.287.500 
	 48 
	 1.367.785.500 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.06.09
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi setwan dan DPRD
	BULAN
	 1.250.000.000 
	 12 
	 1.799.999.450 
	 12 
	 1.312.500.000 
	 12 
	 1.378.125.000 
	 12 
	 1.447.031.250 
	 48 
	 5.937.655.700 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Jumlah pengadaan BMD
	UNIT
	 1.398.470.000 
	 82 
	 668.138.500 
	 266 
	 1.468.393.500 
	 274 
	 1.541.813.175 
	 276 
	 1.618.903.834 
	 898 
	 5.297.249.009 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.07.05
	 Pengadaan Mebel
	Tersedianya mebeleur yang memadai
	UNIT
	 389.454.000 
	 - 
	 - 
	 140 
	 408.926.700 
	 140 
	 429.373.035 
	 140 
	 450.841.687 
	 420 
	 1.289.141.422 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.07.06
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Tersedianya peralatan gedung kantor
	UNIT
	 868.658.500 
	 50 
	 627.370.500 
	 62 
	 912.091.425 
	 70 
	 957.695.996 
	 72 
	 1.005.580.796 
	 254 
	 3.502.738.717 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.07.11
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Tersedianya perlengkapan gedung kantor
	UNIT
	 140.357.500 
	 32 
	 40.768.000 
	 64 
	 147.375.375 
	 64 
	 154.744.144 
	 64 
	 162.481.351 
	 224 
	 505.368.870 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
	BULAN
	 1.249.964.300 
	 12 
	 1.253.364.300 
	
	 1.312.462.515 
	
	 1.378.085.641 
	
	 1.446.989.923 
	 12 
	 5.390.902.379 
	Bagian Keuangan

	
	
	
	4.02.01.2.08.01
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Terpenuhinya jasa surat menyurat
	BULAN
	 12.000.000 
	 12 
	 15.400.000 
	 12 
	 12.600.000 
	 12 
	 13.230.000 
	 12 
	 13.891.500 
	 48 
	 55.121.500 
	Bagian Keuangan

	
	
	
	4.02.01.2.08.02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	BULAN
	 400.000.000 
	 12 
	 400.000.000 
	 12 
	 420.000.000 
	 12 
	 441.000.000 
	 12 
	 463.050.000 
	 48 
	 1.724.050.000 
	Bagian Keuangan

	
	
	
	4.02.01.2.08.04
	 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Terbayarnya honor pengelola keuangan dan honor kegiatan lainnya
	BULAN
	 837.964.300 
	 12 
	 837.964.300 
	 12 
	 879.862.515 
	 12 
	 923.855.641 
	 12 
	 970.048.423 
	 48 
	 3.611.730.879 
	Bagian Keuangan

	
	
	
	4.02.01.2.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah BMD yang terpelihara
	UNIT
	 891.459.000 
	 414 
	 1.008.445.040 
	
	 936.031.950 
	
	 982.833.548 
	
	 1.031.975.225 
	 414 
	 3.959.285.762 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.09.02
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan, serta pajak dan perizinan kendaraan dinas
	UNIT
	 436.010.000 
	 40 
	 540.705.140 
	 40 
	 457.810.500 
	 40 
	 480.701.025 
	 40 
	 504.736.076 
	 160 
	 1.983.952.741 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.09.06
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya
	UNIT
	 174.108.500 
	 230 
	 186.398.000 
	 250 
	 182.813.925 
	 255 
	 191.954.621 
	 279 
	 201.552.352 
	 1.014 
	 762.718.899 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.09.09
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Terpeliharanya bangunan gedung kantor lainnya
	UNIT
	 213.602.900 
	 3 
	 213.602.900 
	 3 
	 224.283.045 
	 3 
	 235.497.197 
	 3 
	 247.272.057 
	 12 
	 920.655.199 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.09.11
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
	UNIT
	 67.737.600 
	 141 
	 67.739.000 
	 141 
	 71.124.480 
	 141 
	 74.680.704 
	 141 
	 78.414.739 
	 564 
	 291.958.923 
	Bagian Umum

	
	
	
	4.02.01.2.15
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	Terpenuhinya kesejahteraan anggota DPRD
	ORANG
	 30.680.061.685 
	 50 
	 30.680.061.685 
	
	 32.214.064.769 
	
	 33.824.768.008 
	
	 35.516.006.408 
	 50 
	 132.234.900.870 
	Bagian Administrasi

	
	
	
	4.02.01.2.15.01
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
	 
	ORANG
	 30.192.561.685 
	 50 
	 30.192.561.685 
	 50 
	 31.702.189.769 
	 50 
	 33.287.299.258 
	 50 
	 34.951.664.221 
	 200 
	 130.133.714.933 
	Bagian Administrasi

	
	
	
	4.02.01.2.15.02
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
	Tersedianya pakaian dinas anggota DPRD
	ORANG
	 362.500.000 
	 50 
	 362.500.000 
	 50 
	 380.625.000 
	 50 
	 399.656.250 
	 50 
	 419.639.063 
	 200 
	 1.562.420.313 
	Bagian Administrasi

	
	
	
	4.02.01.2.15.03
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up
	ORANG
	 125.000.000 
	 50 
	 125.000.000 
	 50 
	 131.250.000 
	 50 
	 137.812.500 
	 50 
	 144.703.125 
	 200 
	 538.765.625 
	Bagian Administrasi

	
	
	
	4.02.01.2.16
	Layanan Administrasi DPRD
	administrasi kegiatan DPRD yang terlayani setiap bulan
	BULAN
	 707.995.000 
	 12 
	 766.370.000 
	
	 743.394.750 
	
	 780.564.488 
	
	 819.592.712 
	 12 
	 3.109.921.949 
	Bagian Administrasi

	
	
	
	4.02.01.2.16.02
	Fasilitasi Fraksi DPRD
	Tersedianya alat tulis kantor setwan
	BULAN
	 40.000.000 
	 12 
	 40.000.000 
	 12 
	 42.000.000 
	 12 
	 44.100.000 
	 12 
	 46.305.000 
	 48 
	 172.405.000 
	Bagian Administrasi

	
	
	
	4.02.01.2.16.03
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
	Terselenggaranya rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan tepat jadwal
	BULAN
	 667.995.000 
	 12 
	 726.370.000 
	 12 
	 701.394.750 
	 12 
	 736.464.488 
	 12 
	 773.287.712 
	 48 
	 2.937.516.949 
	Bagian Administrasi

	
	
	Prosentase fasilitasi rapat-rapat tepat jadwal
	4.02.02
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	Prosentase fasilitasi rapat-rapat tepat jadwal
	PERSEN
	26.777.495.650
	100
	25.879.164.890
	100
	28.116.370.433
	100
	29.522.188.954
	100
	30.998.298.402
	 400 
	114.516.022.678 
	 

	
	
	
	4.02.02.2.01
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	Jumlah Raperda inisiatif DPRD
	RAPERDA
	 250.000.000 
	 5 
	 317.200.000 
	 5 
	 262.500.000 
	 5 
	 275.625.000 
	 5 
	 289.406.250 
	 20 
	 1.144.731.250 
	Bagian Persidangan

	
	
	
	4.02.02.2.01.01
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
	Raperda inisiatif DPRD
	RAPERDA
	 250.000.000 
	 5 
	 317.200.000 
	 5 
	 262.500.000 
	 5 
	 275.625.000 
	 5 
	 289.406.250 
	 20 
	 1.144.731.250 
	Bagian Persidangan

	
	
	
	4.02.02.2.04
	Peningkatan Kapasitas DPRD
	Jumlah pelatihan/bimtek yang mendukung peningkatan kapasitas DPRD
	KEGIATAN
	 2.798.688.150 
	 36 
	 3.106.688.000 
	
	 2.938.622.558 
	 36 
	 3.085.553.685 
	 36 
	 3.239.831.370 
	 108 
	 12.370.695.613 
	Bagian Persidangan

	
	
	
	4.02.02.2.04.02
	Pendalaman Tugas DPRD
	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimtek
	ORANG
	 1.675.000.000 
	 300 
	 1.675.000.000 
	 300 
	 1.758.750.000 
	 300 
	 1.846.687.500 
	 300 
	 1.939.021.875 
	 1.200 
	 7.219.459.375 
	Bagian Persidangan

	
	
	
	4.02.02.2.04.03
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
	Terlaksananya dokumentasi dan publikasi
	KEGIATAN
	 684.188.150 
	 12 
	 684.188.000 
	 12 
	 718.397.558 
	 12 
	 754.317.435 
	 12 
	 792.033.307 
	 48 
	 2.948.936.300 
	Bagian Persidangan

	
	
	
	4.02.02.2.04.04
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi
	KEGIATAN
	 199.500.000 
	 12 
	 507.500.000 
	 12 
	 209.475.000 
	 12 
	 219.948.750 
	 12 
	 230.946.188 
	 48 
	 1.167.869.938 
	Bagian Persidangan

	
	
	
	4.02.02.2.04.05
	 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi
	KEGIATAN
	 240.000.000 
	 12 
	 240.000.000 
	 12 
	 252.000.000 
	 12 
	 264.600.000 
	 12 
	 277.830.000 
	 48 
	 1.034.430.000 
	Bagian Persidangan

	
	
	
	4.02.02.2.05
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	Jumlah aspirasi masyarakat yang terhimpun
	DOK
	 6.739.500.000 
	 180 
	 6.739.500.000 
	 180 
	 7.076.475.000 
	 180 
	 7.430.298.750 
	 180 
	 7.801.813.688 
	 720 
	 29.048.087.438 
	Bagian Persidangan

	
	
	
	4.02.02.2.05.01
	 Kunjungan Kerja dalam Daerah
	Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
	DOK
	 1.122.000.000 
	 60 
	 1.122.000.000 
	 60 
	 1.178.100.000 
	 60 
	 1.237.005.000 
	 60 
	 1.298.855.250 
	 240 
	 4.835.960.250 
	Bagian Persidangan

	
	
	
	4.02.02.2.05.03
	Pelaksanaan Reses
	Terlaksananya kegiatan reses
	DOK
	 5.617.500.000 
	 120 
	 5.617.500.000 
	 120 
	 5.898.375.000 
	 120 
	 6.193.293.750 
	 120 
	 6.502.958.438 
	 480 
	 24.212.127.188 
	Bagian Persidangan

	
	
	
	4.02.02.2.08
	Fasilitasi Tugas DPRD
	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD
	KEGIATAN
	 16.989.307.500 
	 12 
	 15.715.776.890 
	 12 
	 17.838.772.875 
	 12 
	 18.730.711.519 
	 12 
	 19.667.247.095 
	 48 
	 71.952.508.378 
	Bagian Persidangan

	
	
	
	4.02.02.2.08.01
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
	BULAN
	 16.989.307.500 
	 12 
	 15.715.776.890 
	 12 
	 17.838.772.875 
	 12 
	 18.730.711.519 
	 12 
	 19.667.247.095 
	 48 
	 71.952.508.378 
	Bagian Persidangan
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Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidangdan kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyrakat.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung, diukur serta digunakan sebagai dasar untuk melihat, melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesai kegiatan dan berfungsi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagi indikator dan mekanisme kegiatan, pengukuran, penilaian, pelaporan kinerja secara menyeluruh, terpadu, guna memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi. 
Pada sektor publik seperti entitas pemerintah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menghadapi masalah berupa mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tetap. Problematika tersebut timbul karena sektor publik setelah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome, dan tujuan entitas. Output entitas pemerintah sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas dan kualitasnya. 
Indikator kinerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dalam 4 tahun yang akan datang dan merupakan komitmen untuk pencapaian tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap 2023-2026.
Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dapat terlihat pada tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026

	No.
	Indikator
	Satuan
	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD
	Target Capaian setiap tahun
	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2026

	
	
	
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	Tahun 2022
	Tahun 2023
	Tahun 2024
	Tahun 2025
	Tahun 2026
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Nilai IKM/ SKM bidang pelayanan sekwan terhadap DPRD
	Point
	88.31
	85.21
	84
	85
	86
	87
	88
	88

	2
	Nilai AKIP Setwan
	Point
	74.22
	74.24
	68.2
	68.25
	68.3
	68.35
	68.4
	68.4

	3
	Prosentase fasilitasi rapat-rapat tepat jadwal
	Persen
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	    100		100


Sumber: RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
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8.1. [bookmark: _Toc519577018]Pedoman Transisi
Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025.

8.2. [bookmark: _Toc519577019]Kaidah Pelaksanaan
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:
1. Sekretariat dan bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Sekretariat DPRD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap wajib berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap. 
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. 
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 disusun untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.

	
	BUPATI CILACAP,




TATTO SUWARTO PAMUJI

	

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,




FARID MA’RUF	
	

	
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 
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